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PERATURAN KEPALA DESA NGAMPELKULON

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGAMPELKULON

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGAMPELKULON,

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa

Ngampelkulon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

Anggaran 2025, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas
undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor



10.

11.

12.

13.

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5557);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan
mulai berlakunya Undang-undang Nomor 12,13,14, dan 15 Tahun
1950 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa
Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1975 tentang Perluasan
Kotamadya Daerah Tingkat 1l Semarang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 4079);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 50 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5854);
Peraturan Pemerintan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5321);
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentuakan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan
Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 150);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2035);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaam Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 511);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2024 tentang
Pengalokasian Dana Desa setiap Desa. Penggunaan, danPenyaluran
Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 1052);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1251);

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional
atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;

Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 Tentang
Pedoman Ketahanan Pangan di Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 2035);



26.

217.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di
Provinsi Jawa Tengabh;

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2015 Nomor 1 Seri E No.1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Nomo 152);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2015 Nomor 5 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kendal Nomor 157);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 45 Tahun 2015 tentang Pengelolaan
Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2015 Nomor 45 seri E Nomor 41);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2015 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal
(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 80 seri E
Nomor 47);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penyusunan
Peraturan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017
Nomor 35);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
lokal berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018
Nomor 50);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020
Nomor 38);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Kendal Tahun 2021-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2021 Nomor 7);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi
Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 25);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata



37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa
Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021;

Peraturan Bupati Kendal Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi dana Desa
di Kabupaten Kendal,

Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2022 tentang Tunjangan
Badan Permusyawaratan Desa Di Kabupaten Kendal,

Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;

Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 15 Tahun 2015 Tentang
Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Daerah dan Retribusi
Daerah Kepada Desa di Kabupaten Kendal,

Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2022 Tentang
Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Peraturan Bupati Kendal Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Secara Elektronik Melalui Sistem Informasi Pengadaan
Barang/Jasa Di Desa;

Peraturan Bupati Kendal Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Desa;

Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal nomor
400.10.2.4/4305/Dispermasdes, tanggal 31 Desember 2024 tentang
Ralat Surat Perihal Pagu Indikatif Dana Transfer Desa Tahun
Anggaran 2025.

Peraturan Desa Ngampelkulon Nomor 03 Tahun 2017 tentang
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, (Lembaran
Desa Ngampelkulon Tahun 2017 Nomor 03);

Peraturan Desa Ngampelkulon Nomor 05 Tahun 2024 tentang
Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ngampelkulon
Tahun 2020-2028 (Lembaran Desa Ngampelkulon Tahun 2024
Nomor 5);

Peraturan Desa Ngampelkulon Nomor 02 Tahun 2020 tentang Daftar
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa di Desa Ngampelkulon Kecamatan Ngampel

(Lembaran Desa Ngampelkulon Tahun 2020 Nomor 2);



48. Peraturan Desa Ngampelkulon Nomor 03 Tahun 2024 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Ngampelkulon Tahun Anggaran
2025 (Lembaran Desa Ngampelkulon Nomor 03);

49.  Peraturan Kepala Desa Ngampelkulon Nomor 5 Tahun 2024 Tentang
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana
Desa (BLT-DD) Tahun Anggaran 2025 Desa Ngampelkulon

50. Peraturan Desa Ngampelkulon Nomor 5 Tahun 2024 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
(Lembaran Desa Ngampelkulon Tahun 2024 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama

MEMUTUSKAN
Menetapkan . PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGAMPELKULON TAHUN
ANGGARAN 2025

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa Rp. 378.250.000
b. Pendapatan Transfer Rp. 1.478.363.117
c. Pendapatan Lain-lain Rp. 0
Jumlah Pendapatan Desa Rp. 1.856.613.117
2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 866.873.875
b. Bidang Pembangunan Desa Rp. 747.340.710
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 162.315.067
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 30.180.500
e. Bidang Penanggulangan Bencana,
Darurat dan Mendesak Desa Rp. 103.600.000
Jumlah Belanja Rp. 1.910.310.152
Surplus/Defisit Rp. (53.697.035)

Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 53.697.035

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0
Selisih Pembiayaan (a—-Db) Rp. 53.697.035



Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran Rp. 0
Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala
Desa ini.

Pasal 3
Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini
dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala
Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.
Pasal 4
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.
Ditetapkan di : Ngampelkulon

Pada tanggal : 31 Desember 2024
Kepala Desa Ngampelkulon

Diundangkan di : Ngampelkulon

Pada tanggal : 31 Desember 2024

Sekretaris Desa Ngampelkulon

RATNA ELISTIAWATI

BERITA DESA NGAMPELKULON TAHUN 2024 NOMOR 05



